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Abstak 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemutihan pajak kendaraan 

bermotor dan faktor penghambat pemungutan pajak pada masa pandemi Covid 

19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengelola data, 

menganalisi data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemutihan kendaraan bermotor di masa pandemi Covid19 di Palembang 

berjalan secara efektif dan faktor yang menghambat pemungutan yaitu ekonomi 

dan kesadaran diri masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemutihan pajak 

kendaraan bermotor efektif membantu meringankan beban denda wajib pajak 

yang menunggak dan mampu menstabilkan pendapatan pajak kendaraan 

bermotor pada masa pandemi di Palembang.  

 

Kata kunci: Pemutihan pajak kendaraan bermotor, faktor penghambat 

pemungutan pajak, pajak kendaraan bermotor, pandemi covid19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyumbang 

pendapatan negara adalah iuran pajak. Menurut penulis, pajak merupakan 

iuran yang bersifat wajib dan bisa dipaksakan kepada seluruh wajib pajak 

tanpa mendaptakan imbalan secara langsung.  

Banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan adanya iuran wajib 

pajak tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat sudah menikmati uang 

pajak yang mereka bayar, seperti jalan yang bagus, halte, rumah sakit, sekolah 

dan masih banyak lagi. 

Pajak merupakan konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Dari rakyat untuk rakyat, masyarakat tidak bisa lari dari pungutan pajak, maka 

diharapkan setiap masyarakat mampu mendukung penuh untuk mewujudkan 

terlaksananya pembangunan nasional. Meskipun begtiu, pemerintah sebagai 

penyelanggara pajak harus tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan 

melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan 
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sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang 

berlaku.  

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan 

nasional. Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam 

pembangunan nasional. Kriswibowo (2018) berpendapat bahwa mekanisme pajak 

adalah salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Soemahamidjaja dikutip Mardiasmo (2013:01), “ Pajak adalah iuran wajib, berupa 

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum” 

Berdasarkan wilayah pungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 

yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter 

yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar 

pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Daerah diberi 

kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 Pajak Provinsi 

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh 

pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan dikelola untuk 

kepentingan pembelanjaan negara dan APBN.  

Pajak pusat adalah jenis pajak yang deikelola oleh pemerintah pusat. 

Seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang diekeloa oleh Pemrintah Daerah 

atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”.  

Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Rokok, 

Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan PBB 

Perdesaan dan Perkotaan. 

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam 

pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau 

masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam 

membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program 

maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. 

Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan pajak kendaraan bermotor harus 

optimal agar penadapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk 

mengoptimalkannya maka perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak 

terhadap kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan 



4 

 

kewajibannya. Dikarenakan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar 

dalam APBN yang mana penting dalam pembangunan, maka pajak memiliki 

sifat memaksa yang mana sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-

undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga pajak diharapkan mampu 

digunakan untuk kepentingan pembangunan dan untuk digunakan untuk 

kepentingan bersama.  

Adapun tabel data penerimaan pajak dan yang menunggak :  

Tabel 1.1 

Jumlah Unit Kendaraan Bermotor di 

Kota Palembang Tahun 2016 – 2019 

 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Kendaraan 

Jumlah 

Kendaraa

n 

Yang Membayar 

Persentase 

Kendaraa

n 

Yang Membayar 

Jumlah 

Kendaraa

n 

Yang Menunggak 

Persentase 

Kendaraa

n Yang 
Menunggak 

Motor Mobil Motor Mobil Motor Mobil Motor Mobil Motor Mobil 

2016 394.462 172.329 217.968 150.593 55,25% 87,38% 176.486 21.739 44,74% 12,61% 

2017 351.133 160.019 238.976 108.345 68,05% 67,70% 112.157 51.674 31,94% 32,29% 

2018 383.390 175.534 297.447 155.244 77,58% 88,44% 85.943 20.290 22,41% 11,55% 

2019 385.822 164.912 224.879 115.677 63,37% 70,14% 160.943 49.235 45,35% 29,85% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Palembang 

 

Tabel di atas merupakan data dari penerimaan pajak dan jumlah penunggakan 

pajak pada tahun 2016-2019 sebelum masuknya covid di Indonesia. 

Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. 

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya 

pemutihan pajak kendaraan dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya. 

Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan 

peraturan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 
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2016 dengan kebijakan yang menyesuaikan keadaan pada masa covid 19 . 

Kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan 

pemutihan pajak kendaraan bermotor tentang pembebasan pokok pajak PKB, 

sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan BBN-KB II. Pemutihan pajak 

mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan penarikan dana 

masyarakat yang selama ini menunggak pembayar pajak kendaraan bermotor. 

Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak.  

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak 

membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara 

tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode 

tertentu. Akan tetapi, pada saat memasuki tahun 2020, Indonesia terkena virus 

yang mengecam dunia yang berawal dari Wuhan. Sehingga mengakibatkan 

banyak dampak negative ke seluruh masyarakat Indonesia. 

Karena adanya pandemi covid-19 ini juga berimbas kepada perekonomian 

masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak karena faktor ekonomi, 

banyak masayarakat yang terkena PHK sehingga mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga dalam hal ini 

diperlukan upaya pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, salah satunya 

dengan dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan 

bermotor.  
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Menurut peneliti, sebelum terjadinya masa pandemi di Indonesia tidak 

sedikit juga yang menunggak atau tidak membayar pajak dikarenakan kurang 

nya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Jadi tidak menutup 

kemungkinkan pendapatan pajak akan semakin menurun karena adanya covid 

19 di Indonesia.  

Melihat fenomena tersebut maka timbul niat atau keinginan penulis untuk 

mengkaji lebih rinci lagi mengenai program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa pandemi covid-19 ini. 

Penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang penerapan pemutihan pajak 

kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 dengan banyaknya faktor 

penghambat pemungutan pajak ini apakah akan berjalan secara efektif atau 

tidak.  

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

atau target yang telah ditentukan dengan realisasi atau hasil yang dicapai, jika 

usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan 

rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas 

merupakan pencapaian tujuan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 

benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. 

Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, 

Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi 

Covid 19 di Palembang yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan 

yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK 
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KENDARAAN BERMOTOR DAN FAKTOR PENGHAMBAT 

PEMUNGUTAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI 

PALEMBANG”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah di dalam skiripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor 

di palembang pada masa pandemi covid 19 ? 

2. Apakah ada faktor penghambat pemungutan pajak selain ekonomi di 

masa pandemi covid 19 ? 

3. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan secara efektif di 

masa pandemi covid 19 ? 

4. Apa manfaat pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi 

covid 19 ?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan 

di palembaang pada masa pandemi covid 19 

2. Untuk mengetahui adakah faktor penghambat pemungutan selain 

ekonomi di masa pandemi covid 19 
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3. Untuk mengetahui apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah 

berajalan efektif di masa pandemi covid 19 

4. Untuk mengetahui manfaat pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 

masa pandemi covid 19 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penulisan propoal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

penulis, akademisi, dan pemerintah, yaitu:  

1. Manfaat Praktis  

 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selajutnya yang akan 

membahas tentang pemutihan pajak atau yang menyerupai. 

 Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

bagi wajib pajak tentang pemutihan pajak kendaraan 

bermotor 

 Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan 

dalam mengambil kebijakan. Sebagai bahan masukan bagi 

instansi pajak kendaraan bermotor untuk mengevaluasi 

tentang efektivas pemutihan pajak di masa pandemi covid 

19. 

2.  Manfaat Teoritis  

 Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam meningkatkan program 

pemutihan di SAMSAT Palembang.  
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 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori 

berdasarkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

pada masa pandemi covid 19. 

 Untuk menambah ilmu pengetahuan perkembangan pajak 

sebelum dan pada masa covid di Palembang, serta 

pemahaman penulis tentang program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Palembang pada masa 

pandemi covid 19 

 

1.5  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 

Ruang lingkup penelitian adalah batasan banyaknya subjek yang 

tercakup dalam sebuah masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah hubungan antara faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan 

bermotor, efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa 

pandemi covid 19. 

 

1.6  SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penulis menguraikan kedalam Lima bab yang masing masing bab menjadi 

sub bagian sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

peneltian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang membahas secara ringkas dan jelas tentang hasil kajian Pustaka 

yang terkait dengan judul penelitian 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab yang menjelaskan tentang jenis, Teknik dan metode yang di pakai 

dalam penelitian ini 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari rumusan masalah dan hasil 

dari penelitian inni. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas secara ringkas dari hasil penelitian menjadi kesimpulan 

serta memberikan saran dari peneliti kepada pihak Perusahaan dan peneliti 

selanjutnya.  
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